
9. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagairnana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan '
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan I Iidup;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 ten tang Perumahan dan
Permukiman;

2. Undang-Undang Nornor J 2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-[)okoJ.,. Agrariu:

J.Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud daiam
huruf a: perlu menetapkan Peraturan Waiikcta Bandung tentang
Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pernerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan dalam rangka rnengoptirnalkan daya guna dan hasil
guna Tanah dan/atau Bangunan, perlu diatur mengcnai Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pernerintah
Daerah;

n.Menimbang

WALIKOTA BANDUNG,

TATA CARA pr~LAKSANAAN SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH

TENTANG

NOMOR: 828 TAHUN 2008

PERAllJRAN WALIKOTA BANDUNG

41NOMOR2008TAHUN

BERIT A DAERAH
KOTA BANDUNG
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